KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-135.01.2.692034/2025

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga 1 (135) KEMENTERIAN HUKUM

2. Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi 1 (28) MALUKU UTARA

4. Kode/Nama Satker : (692034) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Sebesar ‘Rp. 56.083.680.000,00 ( Lima Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
135.01.WA Program Dukungan Manajemen

135.01.WA.7099 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupiah Murni Rp. 56.083.680.000,00 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

2. PNBP - Pinjaman Dalam Negeri
PNBP TA Berjalan Rp. 0,00 - Hibah Dalam Negeri

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0,00 - Hibah Luar Negeri Langsung
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0,00 - Hibah Dalam Negeri Langsung
- Hibah Luar Negeri Rp. 0,00 6. SBSN PBS

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN Ternate (062) Rp. 56.083.680.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Jumlah Uang
Rp. 56.083.680.000,00
Rp. 56.083.680.000,00

JAKARTA, 2 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ISA RACHMATARWATA
196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692034/2025

I A. INFORMASI KINERJA
Kementerian Negara/Lembaga - (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi - (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi * (28) MALUKU UTARA
Kode / Nama Satker " (692034) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman IA.1

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.

NICO AFINTA



Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga: (135) KEMENTERIAN HUKUM
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
(28) MALUKU UTARA

Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692034/2025
| B. SUMBER DANA

(692034) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman 1B.1

Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 56.083.680.000,00 Ket: a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0,00 Rp. 0,00
1. Rupiah Murni Rp. 56.083.680.000,00 (2) RPLN uss$ 0,00 Rp. 0,00
2. PNBP Rp. 0,00 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uss 0,00 Rp. 0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0,00 (2) RHLN uUss 0,00 Rp. 0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0,00 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0,00
5. Hibah Langsung Rp. 0,00 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0,00
6. SBSN PBS Rp. 0,00 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0,00
f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0,00
2. Rincian Pinjaman/Hibah : (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
it 2 Exuivalon Rupian % R
& Fibah Dalam Negert -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp. LN Rp. Loc. Cost

1 2

3

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA-135.01.2.692034/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi (28) MALUKU UTARA
Kode / Nama Satker (692034) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
Kewenangan (KD) KANTOR DAERAH
Halaman II.1
(dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI NARIK
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH kppN | PENARIKAN/
[51] [52] [53] 57] [58] SELURUH REGISTER
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
692034 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA 7.511.040,00 5.636.460,00 42.936.180,00 - 56.083.680,00
135.01.WA |Program Dukungan Manajemen 7.511.040,00 5.636.460,00 42.936.180,00 - 56.083.680,00
7099 |Pengelolaan  Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah 7.511.040,00 5.636.460,00 42.936.180,00 - 56.083.680,00
Kementerian __Hukum
7099.EBA |Layanan Dukungan Manajemen Internal 7.511.040,00 4.253.696,00 - - 11.764.736,00 28.53
(28.53 MALUKU UTARA / KOTA TIDORE KEPULAUAN )
01 |RM 7.511.040,00 4.253.696,00 - - 11.764.736,00 062@ RM
7099.EBB |Layanan Sarana dan Prasarana Internal 42.936.180,00 - 42.936.180,00 28.53
(28.53 MALUKU UTARA / KOTA TIDORE KEPULAUAN )
01 |RM 42.936.180,00 - 42.936.180,00 062@ RM
7099.EBC |Layanan Manajemen SDM Internal 181.290,00 - - 181.290,00 28.51
(28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE )
01 |RM 181.290,00 - - 181.290,00 062@ RM
7099.EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal 1.201.474,00 - - 1.201.474,00 28.53
(28.53 MALUKU UTARA / KOTA TIDORE KEPULAUAN )
01 |RM 1.201.474,00 - - 1.201.474,00 062@ RM
JUMLAH 7.511.040,00 5.636.460,00 42.936.180,00 56.083.680,00

Jakarta, 2 Desember 2024

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

1

ttd.

NICO AFINTA



Kementerian
Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692034/2025
Ill. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

:(135) KEMENTERIAN HUKUM
:(01) SEKRETARIAT JENDERAL
1(28) MALUKU UTARA

:(692034) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : 11l.1
(dalam ribuan rupiah)

RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN
No. KODE SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI | MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 692034 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

HUKUM MALUKU UTARA
RENCANA PENARIKAN DANA 527.189 979.101 1.805.266 1.127.289 883.026] 1,642.430 1.088.189 1.148.684) 1.047.008 1.059.200 755985  44.020.222 56.083.680)
51 BELANJA PEGAWAI 512.359 609.930 1.116.416 528.000 528.793 1.057.586 528.793 528.793 528.793 528.793 528.793 513.991 7.511.040
52 BELANJA BARANG DAN 14.830 369.172 688.850 599.289) 354.233 584.844 559.396 619.891 518.305 530.407, 227.192 570.051 5.636.460
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.936.180 42.936.180

135.01.WA.7099| Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif 527.189) 979.102 1.805.266 1.127.289) 883.026 1.642.430 1.088.189) 1.148.684 1.047.098 1.059.200) 755.985 44.020.222 56.083.680)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
51 BELANJA PEGAWAI 512.359 609.930] 1.116.416 528.000 528.793) 1.057.586 528.793 528.793) 528.793 528.793 528.793) 513.901 7.511.040)
52 BELANJA BARANG DAN JASA 14.830 369.172 688.850 509.289 354.233) 584.844] 559.396 619,891 518.305 530.407 227.192 570.051 5.636.460)
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of 42936180 42.936.180)

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.

NICO AFINTA



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692034/2025
IVA.BLOKIR

Kementerian Negara / Lembaga 135] KEMENTERIAN HUKUM
01] SEKRETARIAT JENDERAL
28] MALUKU UTARA

692034] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Unit Organisasi
Provinsi

Kode / Nama Satker Halaman : IV.A. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAITAN KODE URAIAN
692034 |KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA 521213 Belanja Honor Output Kegiatan (RM) 4.000,00
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.018.154,00 Catatan
52 BELANJA BARANG DAN Rp. 1.973.654,00 Tidak dapat dicairkan Rp. 2.000,00
53 BELANJA MODAL Rp. 44.500,00 Efisiensi Belanja K/L TA 2025
135.01.WA | Program Dukungan Manajemen Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7099 | Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (RM) 55.000,00
7099.EBA [Layanan Dukungan Manajemen Internal "~~~ Catatan
521111 Belanja Keperluan Perkantoran (RM) 312.874,00 Tidak dapat dicairkan Rp. 35.000,00
Catatan Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Tidak dapat dicairkan Rp. 27.481,00 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi Belanja K/L TA 2025 p22141 Belanja Sewa (RM) 518.400,00
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Catatan
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (RM) 2.400,00 Tidak dapat dicairkan Rp. 3.315,00
Catatan Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Tidak dapat dicairkan Rp. 1.800,00 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi Belanja K/L TA 2025 522191 Belanja Jasa Lainnya (RM) 208.165,00
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Catatan
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (RM) 15.888,00 Tidak dapat dicairkan Rp. 158.165,00
ICatatan Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Tidak dapat dicairkan Rp. 10.224,00 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi Belanja K/L TA 2025 23111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (RM) 94.080,00
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Catatan
521211 Belanja Bahan (RM) 36.910,00 Tidak dapat dicairkan Rp. 20.580,00
Catatan Efisiensi Belanja K/L TA 2025

) . Disposisi: Alokasi Kebijakan P ian Belanja Ni dan Kebijakan P intah Lai

Tidak dapat dicairkan Rp. 28.342,00 ISpOsIsI okasl Kebijakan Penyesualan Belanja Negara aan Kebijakan Pemerintan Lainnya

Efisiensi Belanja K/L TA 2025 23112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan 56.700,00
Bangunan (RM)

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya




Kementerian Negara / Lembaga
Unit Organisasi

Provinsi

Kode / Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692034/2025
IVA.BLOKIR

: [135] KEMENTERIAN HUKUM

: [01] SEKRETARIAT JENDERAL
1 [28] MALUKU UTARA

B

692034] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

Efisiensi Belanja K/L TA 2025

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

KODE URAITAN KODE URAIAN
Catatan 7099.EBC| Layanan Manajemen SDM Internal
Tidak dapat dicairkan Rp. 26.700,00 521211 Belanja Bahan (RM) 47.242,00
Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Catatan
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak dapat dicairkan Rp. 31.222,00
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (RM) 235.190,00 Efisiensi Belanja K/L TA 2025
lCatatan Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak dapat dicairkan Rp. 138.895,00 521213 Belanja Honor Output Kegiatan (RM) 4.500,00
Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Catatan
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak dapat dicairkan Rp. 4.500,00
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 1.092.385,00 Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Catatan Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak dapat dicairkan Rp. 444.262,00 22151 Belanja Jasa Profesi (RM) 4.800,00
Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Catatan
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak dapat dicairkan Rp. 4.800,00
24113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 37.060,00 Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Catatan Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak dapat dicairkan Rp. 27.710,00 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 123.968,00
Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Catatan
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak dapat dicairkan Rp. 88.016,00
7099.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal Efisiensi Belanja K/L TA 2025
32111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (RM) 44.500,00 Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Catatan 7099.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal
Tidak dapat dicairkan Rp. 44.500,00 521211 Belanja Bahan (RM) 237.062,00

Catatan




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692034/2025
IVA.BLOKIR

Kementerian Negara / Lembaga 135] KEMENTERIAN HUKUM
01] SEKRETARIAT JENDERAL
28] MALUKU UTARA

692034] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Unit Organisasi
Provinsi
Halaman : IV.A. 3

Ki Nam tker
ode / Nama Satke (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN

Tidak dapat dicairkan Rp. 210.442,00
Efisiensi Belanja K/L TA 2025

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
22151 Belanja Jasa Profesi (RM) 15.000,00
Catatan

Tidak dapat dicairkan Rp. 15.000,00
Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
624111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 934.752,00
Catatan
Tidak dapat dicairkan Rp. 684.660,00
Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
24113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 12.580,00
Catatan

Tidak dapat dicairkan Rp. 10.540,00
Efisiensi Belanja K/L TA 2025

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.

NICO AFINTA



Kementerian Negara / Lembaga
Unit Organisasi

Provinsi

Kode / Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692034/2025
IVB.CATATAN

KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
MALUKU UTARA

692034] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE

URAIAN KODE

URAIAN

692034 | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

135.01.WA | Program Dukungan Manajemen
7099 | Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
7099.EBB|Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 42.891.680,00
533121 |Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

- Renovasi gedung/bangunan Kanwil Maluku Utara Rp. 42.891.680,00
Tahap Il untuk 4 Lantai dengan Luas 3.840 M2.

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

NICO AFINTA



